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BUPATI GUNUNG MAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

NOMOR  1  TAHUN 2016 
  

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

 KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR  4  TAHUN  2007 

TENTANG  RETRIBUSI PERIZINAN DAN PERSYARATAN  

TEKNIS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GUNUNG MAS, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan dan 
Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak 

berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan karena 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi; 
  b.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 

Nomor 4 Tahun 2007 dimaksud telah dihentikan 
pelaksanaannya sejak tanggal 28 Desember 2015 

dengan Instruksi Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 
2015; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4180); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4139); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5346); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036);  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNG MAS 

dan 

BUPATI GUNUNG MAS 

 

 
MEMUTUSKAN : 

  

  

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI 

PERIZINAN DAN PERSYARATAN TEKNIS LALU 

LINTAS ANGKUTAN JALAN. 

 

 

Pasal 1 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4  Tahun 2007 tentang 

Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 82) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunung Mas. 

 

 

Ditetapkan di Kuala Kurun 

pada tanggal 7 Juni 201610 Januari 

2016    

BUPATI GUNUNG MAS, 

 

 ttd 

 

  ARTON S. DOHONG 

 

Diundangkan di Kuala Kurun 

pada tanggal  7 Juni 2016 10 Januari 2016               

 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNG MAS, 

 
       ttd 

 

            KAMIAR 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 229  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH : 10/2016. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

 
MURIE, SH 

NIP. 19670712 199302 1 005 


